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BAB II 

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

MUD}A>RABAH  BERMASALAH DI BMT 

 

A. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, 

yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang 

diharapkan.
1
 

Sepandai apapun analis pembiayaan dalam menganalisis setiap 

permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah 

pasti ada,
2
 hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut: 

1. Dari pihak perbankan 

a. Kurang tajamnya analisa. Misalnya, analisa tidak didasarkan pada data 

dan proyeksi yang wajar seperti mengabaikan data kinerja operasi dan 

keuangan perusahaan yang lalu. 

b. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal, sehingga data 

kurang akurat dan kurang releven hal ini disebabkan karena kurangnya 

ferivikasi ke pihak ketiga atau nasabah. 

c. Lemahnya pemantauan (monitoring). Proses terakhir dalam 

pembiayaan yaitu monitoring, beberapa langkah monitoring yang harus 

dilakukan antara lain: memantau mutasi rekening Koran nasabah, 

memantau pelunasan angsuran, melakukan kunjungan rutin ke lokasi 

                                                           
1
 Blocher, DKK, Manajemen Biaya, Terjemahan Dra. A. Suty Ambarriani, M.Si (Jakarta: 

Salemba Empat, 2000). 3 
2
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainyya (Jakarta: Rajawali Pers 2010). 126 
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usaha nasabah dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan 

usaha dan jenisnya. 

d. Sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang diindahkan atau tidak 

melalui prosedur yang seharusnya dan sering melakukan 

penyimpangan. 

e. Percaya begitu saja pada data yang diberikan nasabah tanpa studi dan 

penelitian komprehensif. 

2. Dari pihak nasabah 

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat 

dua hal yaitu: 

a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 

bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga 

pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya 

unsur kemauan untuk membayar. 

b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tetapi 

tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah 

seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga 

kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. 

Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan 

penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan 

yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu 

atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan 

penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Pembiayaan 
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yang mengalami kemacetan atau bermasalah sebaiknya dilakukan 

penyelamatan sehingga bank tiedak mengalami kerugian. 

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:
3
 

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada nasabah 

pembiayaan. Serta memberikan alternatife solusi dalam mengatasi 

permasalahan nasabah dengan mendatangi dan mendiskusikannya. 

2. Collection, yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini dilakukan 

dengan dua cara sebagai berikut: pertama, penagihan secara persuasife 

yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah 

yang bermasalah. Kedua, penagihan secara langsung yaitu dengan 

mendatangi langsung nasabah pembiayaan mud}a>rabah yang mangalami 

penunggakan. 

3. Rescheduling 

a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan 

keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan 

jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si 

debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran 

hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu 

angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali 

                                                           
3
 Ibid., 127 
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menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi 

mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 

4. Reconditioning 

Persyaratan ulang yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi 

hasil, penundaan bagi hasil sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok 

terlebih dahulu. 

5. Restrukturing 

a. Dengan menambah jumlah kredit 

b. Dengan menambah equity: 

1) Dengan menyetor uang tunai 

2) Tambahan dari pemilik 

6. Potongan pelunasan, artinya bank/BMT memberikan keringanan kepada 

nasabah yang bermasalah berupa potongan pelunasan dalam tempo yang 

telah ditentukan. 

7. Penyitaan jaminan 

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam 

rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila nasabah sudah 

benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. 

8. Penghapusan hutang (Write Off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan 

untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya, dikarenakan nasabah 

sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya dan barang 
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yang dijadikan jaminan tidak bisa menutupi hutangnya, sedangkan usaha 

yang dijalaninya sudah tidak bisa diharapkan lagi.
4
 Diantaranya adalah: 

a. Hapus sistem: usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi 

masih mampu untuk mencicil. 

b. Hapus sistem dan tagih: usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin 

dan tidak mampu untuk membayar dan anggota yang kabur.
5
 

Seperti firman Allah SWT: AL-Baqoroh 280 

                            

       

Artinya: ‚dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.‛ 

 
B. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan  adalah  penyediaan  atau  tagihan  yang  dapat  

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  

untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  

waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
6
 

                                                           
4
 Ibid., 115. 

5
 Wahyudi, Account Officer, Wawancara, Jombang, 15 November 2014. 

6
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010), 73 
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Pembiayaan  bermasalah  yaitu  peminjaman  yang  tertunda  atau 

ketidakmampuan  peminjam  untuk  membayar  kewajiban  yang  telah 

dibebankan.
7
 

Berdasarkan surat edaran BI no. 31/147/KEP/DIR dan peraturan BI 

no. 5/7/PBI/2003, untuk penggolongan kualitas aktiva produktif pada 

bank syariah terdiri dari: pembiayaan lancar (L), dalam perhatian khusus 

(DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). kualitas aktiva 

produktif ini dinilai berdasarkan usaha, kondisi keuangan dan kemampuan 

membayar nasabah. Dari lima kualitas pembiayaan diatas yang 

digolongka menjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan mud}a>rabah 

yang bermasalah pada BMT adalah kurang lancar, diragukan dan macet.
8
 

Menurut hasil wawancara di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang 

pembiayaan mud}a>rabah yang bermasalah adalah suatu pembiayaan 

mud}a>rabah yang dalam masa akad terjadi ketidaklancaran dalam 

pembayaran angsuran bahkan sampai terjadi kemacetan. Karena usaha 

yang dijalankan mengalami masalah misalnya karena bencana alam, krisis 

ekonomi atau karena si nasabah pindah rumah atau transmigrasi ke daerah 

lain dan susah untuk dihubungi.
9
 

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah  

 Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di 

BMT UGT Sidogiri cabang Jombang yaitu: 

                                                           
7
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) 267 

8
http://www.google.co.id/#hl.id&blw.1024&blh.383&faktor+pemicu+pembiayaan+bermasalah&a

q.f&aql&aq&gsrfai&3a91333023ca. Kamis, 16 April 2015. Pukul 11:00 WIB. 
9
 Luqman Hakim, Wawancara, Jombang, 15 November 2014. 

http://www.google.co.id/#hl.id&blw.1024&blh.383&faktor+pemicu+pembiayaan+bermasalah&aq.f&aql&aq&gsrfai&3a91333023ca
http://www.google.co.id/#hl.id&blw.1024&blh.383&faktor+pemicu+pembiayaan+bermasalah&aq.f&aql&aq&gsrfai&3a91333023ca


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

a. Faktor  Eksternal 

1) Kurang kejujurannya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada. 

2) Salah dalam penempatan usaha, dalam arti usaha awal sering 

diabaikan dan memulai usaha baru yang belum tentu menghasilkan, 

dalam hal ini nasabah hanya senang ikut tren yang sedang booming. 

b. Faktor Internal 

1) Kurangnya monitoring ke anggota 

2) Salah dalam dana investasi karena kurang akuratnya dalam analisa 

3) Kurangnya anggota pihak surveyer.  

 

C. Pembiayaan 

1. Pengertian 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya pada saat jangka waktu tertentu dengan tambahan pemberian 

bunga.
10

 Pengertian tersebut berlaku bagi perbankan konvensional dengan 

penetapan sistem bunga. 

Dalam dunia perbankan syariah, sistem bunga digantikan dengan 

sistem bagi hasil, dengan demikian pengertian pembiayaan dalam 

perbankan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

                                                           
10

 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
11

 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebetuhan pihak-

pihak yang merupakan defisit unit.
12

 Orientasi dari pembiayaan tersebut 

untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari 

para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah 

semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti 

pertanian, industri rumah tangga (home industry), perdagangan dan jasa. 

sehingga produk pembiayaan diharapkan dapat memberikan manfaat di 

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. 

Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata pinjam 

meminjam kurang tepat, hal ini disebabkan atas dua hal. Pertama, 

pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. 

Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, 

seperti jual beli bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam 

pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersil. Artinya, bila 

seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk 

memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman 

yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama’ sepakat 

                                                           
11

 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001). 92 
12

 M, Syafi’I Antonio, Bank Syariah (dari teori ke praktek) (Jakarta : Gema Insani, 2001). 160 
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bahwa riba> itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman 

tidak disebut kredit akan tetapi pembiayaan (financing).13 

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam 

Islam, hal ini dijelaskan dalam Al quran surat al-Baqarah: 275. 

                          

                                     

                                   

      

 

Artinya: ‚orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.‛ 

 
Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang 

adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang atau mengharamkan 

adanya riba>. 

2. Pembiayaan Mud}a>rabah 

Mud}a>rabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana 

pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi 

pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

                                                           
13

 Ibid., 170. 
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dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, maka si 

pengelolala yang bertanggung jawab.
14

 

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan: 

‚Mud}a>rabah adalah penanaman dana dari pemilik dana s}ahibu>l ma>l 
kepada pengelola dana mud}arib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 

dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and 
loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.‛ 

 

Kemudian penjelasan atas pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 

9/19/PBI/2007 menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan: 

‚Mud}a>rabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana 

s}ahibu>l ma>l kepada pengelola dana mud}arib untuk melakukan kegiatan 

usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara 

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.‛ 

 

Hal yang sama dirumuskan juga dalam penjelasan atas pasal 19 

ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa‛ 

‚yang dimaksud dengan akad mud}a>rabah dalam pembiayaan adalah 

akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (s}ahibu>l ma>l atau bank 

syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mud}arib atau 

nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika 

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 

perjanjian.
15

 

 

                                                           
14

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 195 
15

 R. Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Bandung : Citra Adtya Bakti, 
2009), 209. 
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Jadi, pembiayaan mud}a>rabah ini merupakan transaksi yang bersifat 

investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. 

Mud}a>rabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut 

bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirad}. Secara teknis, 

mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yakni pihak 

pertama bertindak sebagai pemilik dana (s}ahibu>l ma>l) yang menyediakan 

seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha 

(mud}arib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mud}a>rabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan 

biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan 

mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh s}ahibu>l ma>l sepanjang 

kerugian itu bukan akibat kelalaian mudarib. Sedangkan mudarib 

menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah 

dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu 

diakibatkan karena kelalaian mud}arib, maka mud}arib harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.
16

 

Oleh karena itu pihak perbankan syariah atau lembaga keuangan 

syariah lainnya dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan 

cara mud}a>rabah ini, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak 

dimana bank selaku pihak pertama s}ahibu>l ma>l menyediakan seluruh 

modal usaha, sedangkan nasabah selaku pihak kedua mud}arib bertindak 

                                                           
16

 Ibid., 210. 
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selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai 

kesepakatan yang dituangkan dalam akad. 

Secara umum dalam dunia keuangan syariah pembiayaan 

mud}a>rabah ini merupakan usaha nasabah melalui penyedia modal usaha. 

Sebagai gantinya bank memperoleh bagi hasil. Sementara itu, manfaat 

utama bagi nasabah adalah penggunaan pembiayaan mud}a>rabah untuk 

memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah. Selain dipergunakan 

untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan mud}a>rabah 

digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. 

Sehubungan dengan praktik pembiayaan mud}a>rabah, yang 

merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan 

syariah, termasuk Baitul Ma>l wa Tamwil, Dewan Syariah Nasional 

menetapkan fatwa mengenai pembiayaan mud}a>rabah agar sesuai dengan 

ketentuan syariah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga 

keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sebagaimana dalam 

fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

mud}a>rabah.17 

Berkaitan dengan ketentuan umum pembiayaan mud}a>rabah fatwa 

DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 

produktif. 

                                                           
17

 Ibid., 212 
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b. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai s}ahibu>l ma>l 

(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mud}arib atau 

pengelola usaha. 

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pengembalian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(lembaga keuangan syariah dan pengusaha). 

d. Mud}arib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syariah, dan lembaga keuangan syariah 

tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi 

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua 

kerugian akibat mud}a>rabah, kecuali jika mud}arib (nasabah) melakukan 

kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mud}a>rabah tidak ada jaminan, 

jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mud}arib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 

akad. 

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan 

memerhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional. 
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i. Biaya operasional dibebankan kepada mud}arib. 

j. Dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mud}arib berhak 

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

Untuk itu, maka dalam pembiayaan mud}a>rabah  pada prinsipnya 

tidak ada jaminan, terkecuali dengan tujuan agar mud}arib tidak 

melakukan penyimpangan, maka bank syariah dapat meminta jaminan 

dari mud}arib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mud}arib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

Demikian pula dalam mud}a>rabah  pada dasarnya tidak mengenal 

adanya ganti kerugian sebab akad mud}a>rabah  ini bersifat amanah (yad} al-

amanah). Namun jika akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan pihak mud}arib dapat meminta pertanggung 

jawaban untuk mengganti kerugian. Apabila memang dapat dibuktikan 

bahwa kerugian dimaksud bukan karena kelalaian pihak mud}arib, yang 

bersangkutan tidak memiliki tanggung jawan untuk menggantinya. 

Dalam hal ini, mud}arib merupakan wakil atau pengganti dari pemilik 

dana dalam mengelola modal tersebut, sehingga mud}arib tidak 

berkewajiban untuk mengganti jika bukan karena kelalaian. 
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3. Jenis –jenis Pembiayaan Mud}a>rabah 

Pembiayaan mud}a>rabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan 

tujuan alokasi pembiayaan kepada nasabah. Adapun kedua jenis 

pembiayaan mud}a>rabah tersebut adalah: 

a. Mud}a>rabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara s}ahibu>l ma>l dan 

mud}arib dimana tidak ada batasan tertentu mengenai usaha yang akan 

dikelola mud}arib. 

b. Mud}a>rabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara s}ahibu>l ma>l 

dan mud}arib dimana s}ahibu>l ma>l menentukan batasan usaha yang akan 

dijalankan mud}arib baik dari segi jenis, waktu maupun tempat usaha. 

4. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh 

sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, 

pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan 

menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
18

 

Adapun tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Mencari keuntungan 

Segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai 

tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak 

                                                           
18

 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). 106. 
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lembaga keuangan syariah sendiri memperolehnya dalam bentuk bagi 

hasil. 

b. Membantu pemerintah  

Kegiatan pembiayaan dapat berdampak pada berkembangnya 

pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. 

Hal ini dapat membantu masyarakat dalam hal penerimanaan pajak, 

memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. 

Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang 

semakin menguatkan suatu negara itu sendiri. 

c. Membantu Usaha Nasabah 

Dari kegiatan yang dikucurkan, lembaga keuangan diharapkan 

dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, pihak lembaga 

keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan 

modal yang diinginkan. 

5. Fungsi Pembiayaan 

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan 

berdasarkan prinsip bukan hanya untuk mencari keuntungan dan 

meramaikan bisnis perbankan di Indonesia. Tetapi juga untuk 

menciptakan lingkungan yang aman, diantaranya: 

a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan 

sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. 

Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank 

konvensional. 

c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh 

rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang 

dilakukan. 

6. Unsur-unsur pembiayaan 

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan 

kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur–unsur yang direkatkan 

menjadi satu, terdapat beberapa unsur pembiayaan antara lain: 

a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang 

diberikan benar–benar diterima kembali dimasa yang akan datang 

sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang 

diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa 

suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum 

pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian 

terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara 

intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi 

pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai 

kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank. 

b. Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini 
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kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani 

kedua belah pihak. 

c. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka 

waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian 

pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas 

waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah 

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan. 

d. Resiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian 

pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau 

macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu 

pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja, 

maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam 

atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, 

sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh. 

e. Balas jasa, dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama 

bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga 

membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga 

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil. 
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7. Prinsip Pembiayaan 

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa 

yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. 

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum 

pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat 

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. 

Dalam melakukan penilaian kriteria kriteria serta aspek 

penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang 

ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria 

penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah 

yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. 

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C dan 7 P adalah 

sebagai berikut:
19

 

a. Character yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini 

tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup 

atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial 

standingnya. Ini semua merupakan ukuran ‚kemauan‛ membayar. 

b. Capacity untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis 

                                                           
19

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 109. 
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juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang 

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya 

dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat 

‚kemampuannya‛ dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan, 

c. Capital yakni untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat 

laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang dimiliki oleh 

calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan 

melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya. 

d. Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya 

sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin. 

e. Condition yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai 

kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang 

sesuai sektor masing-masing, serta prospek bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga 

kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatife kecil. 

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah 

sebagai berikut: 

a. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga 
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mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah. 

b. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

c. Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Hal 

ini disebabkan tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam 

macam. 

d. Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan dating 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas 

pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya 

bank yang rugi, tetapi juga nasabah. 

e. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan 

debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya 

merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 

f. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah 
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akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan 

tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya. 

g. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau asuransi. 

8. Skema Pembiayaan Mud}a>rabah20 

 

  

                                                           
20

 Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 105. 

 

Perjanjian bagi hasil 

BANK 

S}ahibu>l Ma>l 
 

NASABAH 

Mud}arib 

 

Usaha 
MODAL 

100% 

 

Tenaga/keahlian 

 

KEUNTUNGAN 

BAGI HASIL 

Sesuai kontribusi 

modal (nisbah) 

 

Nisbah 

X% 

 

Nisbah 

Y% 

 

Pengembalian 

modal pokok 

 
Modal  
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D. Baitul al Ma>l wa al Tamwil 

1. Pengertian 

Baitul al Ma>l wa al Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang 

terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul al ma>l dan Baitul al tamwil. Baitul al 

ma>l lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran 

dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul al 

tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
21

 

 Menurut Makhalul ‘Ilmi, secara istilah pengertian baitul al ma>l 

adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan 

utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, 

infak, shodaqoh (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al 

quran dan sunnah Rasul-Nya. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga 

keuangan yang kegiatannya  menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.
22

 

Menurut Muhammad Ridwan, Baitul al ma>l berfungsi untuk 

mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul 

al tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.
23

 

                                                           
21

 Nurul Huda, Mohammad heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis 
(Jakarta: Kencana, 2010). 363. 
22

 http://pustakabakul.blogspot.com/2012/07/pengertian-bmt-baitul-mal-wattamwil.html  Kamis, 

16 April 2015. Pukul 10.30 WIB 
23http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/08/socialization-throuhg-networking-

model.html. Kamis, 16 April 2015. Pukul 10.45 WIB 

 

http://pustakabakul.blogspot.com/2012/07/pengertian-bmt-baitul-mal-wattamwil.html
http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/08/socialization-throuhg-networking-model.html
http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/08/socialization-throuhg-networking-model.html
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Menurut Pusat  Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) Baitul al Ma>l wa 

al Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya 

berintikan bait al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-usaha produktif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, yakni dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu, Baitul al Ma>l wa al Tamwil juga bisa menerima 

titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan 

peraturan dan amanatnya.
24

 

Dari definisi di atas mengandung pengertian bahwa BMT 

merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. 

BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan 

membagikan dana masyarakat dalam bentuk  zakat, infaq, dan shodaqoh 

(ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan 

memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik 

dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan 

pelengkapnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.  

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 

a. Baitul al ma>l (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan 

dan amanahnya. 

                                                           
24

 Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: kencana prenada media group, 

2009), 452. 
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b. Baitul al tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonomi.
25

 

2. Dasar Hukum 

BMT didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat) atau Koperasi. Sebelum usahanya, kelompok Swadaya 

Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat 

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti 

mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga 

Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). 

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat 

kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah menjadi keniscayaan. Bank-

bank  Syariah  dan  BPRS  tunduk  pada  peraturan  Bank  Indonesia.  

Sedangkan Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  dalam  bentuk  BMT  

hingga  saat  ini belum  ada  regulasi  yang  mandiri  dan  realitasnya  

berbadan  hukum koperasi  sehingga  tunduk  terhadap  peraturan  

perkoperasian.  Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga 

termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan terkait pembinaan 

dan pengembangan usaha kecil.
26

 

                                                           
25

 Ibid., 451. 
26

 Euis Amalia,  Keadilan  Distributif  Dalam  Ekonomi  Islam  Penguatan  Peran  LKM  dan 
UKM di Indonesia (Jakarta: Rajawai, 2009), 242. 
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Hingga  saat  ini  status  kelembagaan  atau  badan  hukum yang 

memayungi  keabsahan  BMT  adalah  koperasi.  Hal  ini  berarti 

kelembagaan  BMT  tunduk  pada  Undang-Undang  Perkoperasian  

Nomor 17  tahun  2012  dan  secara  spesifik  diatur  dalam  Keputusan  

Menteri Negara  Koperasi  dan  UKM  RI  Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
27
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 Ibid,. 242-243 


